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BAB III 

PENUTUP 

 

A. SIMPULAN 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa Kontraktor 

Agawe Studio Giwangan Yogyakarta telah melakukan pelanggaran hukum 

yaitu melakukan penundaan pembayaran upah pekerja/buruhnya. Faktor-

faktor yang menjadi penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran upah 

pekerja/buruh tersebut antara lain : 

a. Pelunasan biaya proyek yang belum dipenuhi oleh pihak ketiga yaitu 

klien. 

b. Pengusaha/perusahaan tidak memiliki cadangan dana yang mencukupi 

untuk membayar seluruh upah pekerja/buruhnya. 

c. Sistem manajemen usaha dan keuangan perusahaan yang belum tersusun 

dengan baik. 

2. Berdasarkan analisis data pada bagian pembahasan mengenai peran Dinas 

Tenaga Kerja Kota Yogyakarta terhadap kasus yang terjadi, dapat diambil 

kesimpulan bahwa Dinas Tenaga Kerja tidak menjatuhkan sanksi terhadap 

pelanggaran hukum yang terjadi di Kontraktor Agawe Studio. Dengan tidak 

dijatuhkannya sanksi maka dengan demikian Dinas Tenaga Kerja tidak 

menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum dengan baik sesuai 

peraturan perundang-undangan tentang perlindungan upah pekerja/buruh. 
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Namun demikian Dinas Tenaga Kerja lebih menekankan upaya 

pencegahan dan pembinaan/Preventif Edukatif serta langkah Represif non 

Yustisial ditandai dengan dikeluarkannya Nota Pemeriksaan terlebih dahulu 

sebelum pada akhirnya menjatuhkan sanksi hukum sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku melalui Pengadilan Hubungan Industrial 

apabila langkah-langkah sebelumnya tidak diindahkan oleh pengusaha / 

perusahaan. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan analisis kasus yang terjadi di Kontraktor Agawe Studio 

Giwangan Yogyakarta dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Harus dilakukan pembenahan manajemen bisnis dan keuangan di Kontraktor 

Agawe Studio. 

2. Perusahaan mengusahakan cadangan dana yang cukup untuk mengantisipasi 

segala kemungkinan yang tidak terduga atau diluar perkiraan. 

3. Apabila terjadi sengketa/perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha 

dalam ranah hukum perdata lebih diutamakan melakukan negosiasi/ 

musyawarah secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. 

4. Dinas Tenaga Kerja melaksanakan pembinaan/edukasi bagi para pelaku 

usaha / bisnis dengan lebih baik serta memberikan informasi yang cukup 

lengkap mengenai berbagai permasalahan hukum ketenagakerjaan sehingga 

mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran. 
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